
l. Pasal 18 ayat (6) Undc1ng-Undang Dasar Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tcntang 
Pernbenrukan Daerah-Dacrah Kora besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tcngah, 
Djawa Baral dan Dacrah Istimcwa Jogjakarta. 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nornor 13 tahun l 954 tenrang Pcrubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 
tenrang Pembentukan Kota-kota Bcsar dan Kota­ 
kota Ketjil di Djawa (lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nornor 55 J ); 

3. Unclnng-Undang Nornor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (I.ernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 67, Tarnbahan 
lernbaran Negara Repubiik Indonesia Nornor 
4724); 

Mengingat 

a. bahwa berda,-,arkan pasal 15 ayat (2) Pcraturan 
Dae rah Kota Pekalongan Nomor J 3 Tahun 20 l 8 
tentang Penyelcnggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu, Standar Operasional Prosedur (SOP) disusun 
dalarn beruuk Kepurusan Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam h uruf a, Peraturan Walikota 
Pekalongan Nomor 43 Tahun 2017 ten tang Standar 
Operasional Prosedur Pclayanan Pcrizinan pada 
Dinas Penanaman Modal clan Pelayarran Terpadu 
Satu Pintu Korn Pekalongan pcrlu dicabut dengan 
Pcraturan Walikota; 

Menimbang 

WALJI<OTA Pl;;J<ALONGAN, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 
PENCABUTAN PERATURAN WAf.IKOTA PEKALONGAN NOMOR 43 TAHUN 

2017 TENTANG TENTANG STAN DAR OPERASIONAL PROSED UR PELA YANAN 
PERIZ!NAN PADA DlNAS PENANAMAN MODAL DAN P8LAYANAN TERPADU 

SATl,J PINTU KOTA PEl<ALONGAN 

NOMOR 83TAHUN 2019 

PERATURAN WALIKOTI\ PEJ<ALONGAN 

WALJKOTA Pl~f<ALONGAN 
PROVINS! JAWATENGAH 



PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG 
PENCABUTAN PERATUR/\N WAL-IKOTA PEK1\LONG/\N 
NOMOR 43 TAIIUN 2017 TF:NTANG STAND1\R 
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZ!NAN 
PADA DINAS PENJ\NAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
TERPADU SATU PINTU KOT.A PEKALONGAN 

Menetapkan 

M F:MUTL'SKAN: 

4. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tcntang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritang 
Pemerintahan Daerah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembar.:,n Negara Rcpublik Indonesia Nornor 
5587), sebagairnana rclah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang·Unclang Nornor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraruran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
daerah Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten dacrah 
Tingkat II Pckalorigan clan Kabuparen Daerah 
Tingkat Tl batang [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nornor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3381); 

7. Pcraturan Pemcrintan Nornor 2<1 Tahun 2018 
tenrang Pclayanan Perizinan Berusaha Terinegrasi 
Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
62 lS); 

8. Peraruran Dacrah Kota Pekalongan Nornor 13 
Tahun 2018 tenrang Penyelcnggaraan Pelayarian 
Terpadu S«tu Pintu [Lernbaran Daerah Kora 
Pekalongan Tahun 2018 Nornor 13); 



-- 

JIIENANGGUl'4G JAWAB 
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SERITA DAER/\H t<OTA P8l<AL0NGAN TAHUN 2019 NOMOR 84 

Diundangkan di Pekalongan 
Pada tanggal 9 Descmber 20 l 9 

M. SAELANY MACHFUDZ 

Ttd 

Cap 

WALIKOTA PEKALONG/\N, 

Ditctapkan di Pckalongan 
pada tanggal 9 Descrnber 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Walikota ini dengan penernpatannya dalam Berira Daerah Kora Pekalongan. 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Mencabut Peraturan Walikota Pckalongan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang 
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pcrizinan Pada Dinas Pcnanarnan 
Modal Dan Pelayanan 'I'erpadu Satu Pintu Kora Pekalongan (Berita Daerah Kola 
Pekalongan Tahun 2017 Nornor 43). 

Pasal I 


